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PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM 

KONTEKS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF HAK 

KOSNTITUSIONAL 

(Putri Wulandari, 2010112063, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 

Andalas, 57 Halaman, Tahun 2024) 

ABSTRAK 

Ibu kota negara merupakan simbol dari pusat pemerintahan, dibangun dengan 

tujuan untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan 

dalam menjalankan upaya ini menjadi sebuah indikator kemajuan dan perkembangan 

suatu negara, jika semua pelaksanaannya dilakukan dengan tepat dan tidak 

merugikan pihak manapun. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo 

mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan 

Timur. Keputusan ini merupakan suatu kebijakan strategis yang diambil oleh 

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan di luar 

Jawa serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional. 

Pembangunan di wilayah IKN sudah mulai dilakukan yang menimbulkan beberapa 

kekhawatiran salah satunya perlindungan hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, pertama 

Bagaimana pengaturan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks 

pemindahan ibu kota negara Kedua Bagaimana perlindungan hak masyarakat hukum 

adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara perspektif hak konstitusional? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilihat melalui 

menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian dan 

pembahasan menjelaskan bahwa pertama, bentuk pengaturan perlindungan 

masyarakat hukum adat di dalam konteks pemindahan IKN sudah diamanatkan 

dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)  UUD 1945 serta peraturan 

perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan, penghormatan, dan 

partisipasi masyarakat hukum adat, namun, tetap saja terjadi penggusuran 

masyarakat hukum adat dari wilayahnya sendiri, terjadinya pengabaian hak-hak 

masyarakat hukum adat tanpa ada perundingan dan diskusi langsung dengan 

masyarakat, justru hal ini memunculkan bentuk kolonialisme baru di Indonesia. 

Kedua, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak 

masyarakat hukum adat yaitu, dengan melakukan relokasi lahan, membuat layanan 

kemasyarakatan terdekat, mengadakan pelatihan keterampilan kerja, melakukan 

pertemuan dengan tokoh Kesultanan, melakukan diskusi langsung dengan 

masyarakat hukum adat, dan membuka lapangan pekerjaan bagi putra/putri 

Kalimantan. Namun, pada pelaksanaanya pemerintah baik itu pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah belum secara maksimal mengupayakan jaminan 

perlindungan masyarakat hukum adat yang tinggal pada area-area yang akan 

dibangun IKN. Sehingga, masyarakat hukum adat di wilayah IKN masih belum 

mendapatkan perlindungan hukum atas haknya sebagai masyarakat hukum adat.  

 


